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UIRALURAIN DUFATL RAFUAS HULU

NOMOR &  TAHUN 2024

STANDAR BIAYA DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TARUN

N ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang . bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab IiI
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar

Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar
nwlgara nlpuoiin 1naiincsia ianuil 17549,

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat

Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan
Naerah Tinglrat 1T d: Kalismantan (1T a
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Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
1953) sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Republik
Indonesia nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tamhahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
0495) sebagaimana telah diubah beberapa
kali , dan terakhir dengan Undang-Undang

Kabay Kepala Asizten Saioas
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Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peratiran Pemermmian Pengganti  Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemermtaiiain Daerail  (Lembarar
Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 0087)
sebagaimana telah diubah beberapa kali |,
dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peratiran
remerinian renggarti Undang-undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

tenitang Peraturan Pelaksanaan uUndang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Notor 11 Tanun 2021 tentang Badan Usalia
Milik Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6623);

0. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014

tentang Dana Desa Yang Bersumber dari

-
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558),
sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintan Nomor
8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
0804,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah sebagaimana telah diubah
dengan peraturan menteri Dalam Negeri
Nomor 120 tahun 2018 tentang perubahan
atas peraturan menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk
Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20
Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan

m o~
1CSa,

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun

B e s e anve s L REXY A,
Allggarail LUsZ4,

Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 34
Tahun 2023 tentang Standar Biaya dan
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
kapuas Hulu Tahun Anggran 2024;

Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2023

tentan. neniaharan Anocoaran Pendanatan

Dan Belanja Desa Tahun 2004.

MEMUTUSKAN:

TATY A FTAY TT . ™ A FMT\Y FIATANMTITV A AT 7

CUVUTA\ A MTYTY A TN
FURATURAIN DUPATI ILINTANG STANDAR

BIAYA DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024.
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BAB I

Baglan Kedua
Penyusunan APBDESA
Pasal 2

renyusunail APBDDESA Taliun 2023 diaksanakan dengarl

menggunakan aplikasi SISKEUDES.

SISKEUDES pada ayat 1 dikelola oleh Pemerintah Desa secara
oftline /online.

Penganggaran peningkatan kapasitas Kepala Desa, Perangkat
Desa dan BPD tidak boleh lebih dari 5% pagu APBDES.

Bagian Ketiga
Kedudukan
Pasal 3

(1) Pemerintah Desa merupakan pelaksana SISKEUDES di tingkat

User

(2) Kecamatan merupakan pelaksanan SISKEUDES di tingkat

superuvisor

(3) Pemerintah Kabupaten merupakan pelaksana SISKEUDES di
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tingkat Admin.

BAB II

STANDAR BIAYA
Pasal 4

Standar biaya masukan merupakan batas tertinggi dalam
penganggaran dan penyerapan, artinya Pemerintahan Desa
boleh menganggarkan dan menyerap lebih rendah dari

standar biaya masukan di dalam petunjuk teknis pengelolaan
keuangan desa ini.

apabila ada pengeluaran belanja yang merupakan objek pajak,
maka Bendahara wajib untuk memotong langsung dan
menyetorkan pajak tersebut sesuai dengan peraturan

I -j‘ -
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peruindang-undaiigail di vidaiig perpajakaii.

Besaran standar biaya merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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BAB III
RETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati mulai berlaku, maka Peraturan
Bupati Kapuas Hulu Nomor 79 Tahun 2022 fentang Standar
Biaya Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2022 Nomor 79) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 0
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannva
dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
a tanggal 3 &

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 4 Chaasi 5024
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BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN

NOMOR <+ | m
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PERATURAN BDUPATI KAPUAS OQULU

NOMOR & TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR BIAYA DAN PETUNJUK TEKNIS
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BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

HONORARIUM

1) Honorariuin Perngeiolda Keuargail Desa

Honorarium bagi pengelola keuangan desa ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Desa dengan besaran maksimum/sesuai

kemampuan desa sebagai berikut:

1dUCL 1. OdiUudlIl rnoiloldilulll rellgelold ncudilgdll pesd

Nomor Uralan Satuan Biaya
Rp.
1 2 3 4
1 Kepala Desa Bulan | 400.000,00 |
P Sekretaris Desa Bulan 300.000,00
‘. Bendahara Bulan 250.000,00
4. Pelaksana Kegiatan Bulan 200.000,00

2) Honorarium Narasumber
Tabel 2. Besaran Honorarium untuk Narasumber adalah:

Nomor Uraian Satuan Biaya
Rp.
1 2 3 _ 4
1 Honorarium Jam 350.000,00
Narasumber
>3 Transportasi, Kegiatan 750.000,00
akomodasi Narasumber

Catatan:

a. Satuan jam yang digunakan untuk kegiatan tersebut di
atas adalah 45 menit.

b. Transportasi diberikan kepada Narasumber yang berasal

dari luar Desa yang melakukan kegiatan.

Kabag Kapala Aziztean Seicds
Hukum DFRMD ]

1A

L




3) Honorarium Operator Sistem Informasi

Honorarium diberikan kepada petugas yang di tetapkan
melalui Keputusan Kepala Desa. Sepanjang bukan
merupakan tugas pokok dan fungsinya. untuk melakukan
pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai
dengan pelaporan pertanggungjawaban keuangan baik yang
dikelola secara prosedur manual maupun komputerisasi.
Sistem informasi di Desa antara lain terdiri dari SISKEUDES,
Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES), Profil Desa. Dan

Sistern Informasi Desa Laininya.

Tabel 3. Honorarium Operator Sistem Informasi

Nomor Uraian Satuan Biaya
Rp.
1 2 3 4

}. Honorarium Operator Orang/Bulan | 350.000,00

TY

AN\ RS SIINEIRII I AoR] CAIRE . SIS e o G B TTICREOM R R T R RS SRR, W
=) INMolloldallulll rdlilitld recldKksdila negidaiail

Tabel 4.1 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan dimana
pagu kegiatan sampai dengan Rp.200.000.000,00

| Nomor | Uraian | Satuan | Biaya
Rp.
1 2 3 4
1 Ketua Orang/Keg 1 250.000,00
71 Sekretaris Orang/Keg | 200.000,00
¢ Anggota Orang/Keg | 150.000,00

Tabel 4.2 Honorariuil Pailitia Pelaksania Kegiatail

dimana pagu kegiatan diatas dengan Rp.200.000.000,00

Nomor Uraian Satuan Biaya
Rp.
1 2 3 4
1 Ritaad Orang/Keg | 350.000,00
| : Orang/Keg | 300.000,00
2. Sekretaris e ~ )
3 Anggota Orang/Keg | 250.000,00

Kabag | Hepala | Awusten | Sekda
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5) Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Desa

Tabel 5. Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Desa

Nomor Uraian Satuan Biaya
Rp.
1 2 3 4
. . / . _
1 Honorarium Pengurus/ Orang/Bulan | 350.000,00
Penyimpan Barang Milik
Desa

BARANG DAN JASA

Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak
ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan,

dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa.

Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahikan kepada
pihak ketiga/ masyarakat pada tahun anggaran berkenaan
dimaksud  dianggarkan  sebesar harga  beli/bangun
barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/
masyarakat ditambal seluruil belanja yang terkait dengan
pengadaan/ pembangunan barang/jasa sampai siap
diserahkan.

Pengadaan barang/jasa di Desa berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.

1) Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas dan/atau
Pakaian Olahraga

Satuan bilaya pengadaan pakaian dinas dan olahraga

merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan

kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas (PDH) dan/atau

pakailan olaliraga bagi Kepaia Desa dan Perangkat Desa.

Tabel 6. Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian

Olahraga
Nomor Uraian | Satuan | Biaya |
Rp.
1 2 3 4
W Palaian D s Orang/set/Tahun | 800.000,00
2} Pakaian Olahraga Orang/Set/Tahun | 300.000,00
m’-; Kepals q_::.:1:.;.‘-:n;:::, Takdn
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2) Satuan Biaya Pemeliharaan

Tabel 7. Satuan Biaya Pemeliharaan

Nomor Uraian Satuan Biaya
Rp.
1 Z 3 4
i | Kendaraan dinas | Unit/Tahun 10.000.000,00
roda 4/ Mobil
Ambulan Desa
(Service, Ganti Suku
Cadang dan Minyak
Pelumas)
2. Kendaraan dinas Air | Unit/Tahun 3.500.000,00
(Service, Ganti Suku
Cadang dan Minyak |
Pelumas)
3. Kendaraan dinas | Unit/Tahun 2.500.000,00
Toaal 2 l\service,
Ganti Suku Cadang
dan Minyak Pelumas)
4. Jasa servis komputer | Unit/Tahun 750.000,00

/ laptop / printer

3) Satuan Biaya Makan dan Minum Rapat

Tabel 8. Satuan Biaya Makan dan Minum Rapat

Nomor Uralan Satuan Biaya
Rp.
1 2 3 4
1. | Nasi dan Lauk pauk kotak 44.000,00
it o Snack PN 16.000,00

4) Perjalanan Dinas

Penganggaran belanja perjalanan dinas

dalam rangka

melaksanakan kegiatan dilakukan secara selektif, frekuensi

dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target

Kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevar

dengan kebijjakan Pemerintah Desa.

Perjalanan dinas

dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

Hukum
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selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat
tinggi dan  prioritas yang  berkaitan dengan
penyelenggaraan pemerintahan desa;

ketersediaan  anggaran dan  kesesuaian dengan
pencapaian kinerja;

efisiensi penggunaan belanja desa;dan

Peningkatan kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan
BPD yang menggunakan sumber Dana Desa maksimal
5% dari pagu Dana Desa .

Tabel. 9.1. Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Per Hari

Tujuan
Dalam Luar
K Kecamatan
Nomor Pelaksana Tugas IS dalam
: ; 5 Lebih dari 8 s
] Kabupaten
am . '
Lebih dari 8
Jam
L. Kepala Desa/BPD 100000007 ¢ *PHO00,00
v A Perangkat Desa 100.000,00 150.000,00
5 - INe Perangkat |  75.000,00 |  1°0-000,00
Desa/Staf Desa

Tabel. 9.2. Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Per Hari

Tujuan
N Pelak ™ Luar
e B e Kabupaten Luar Propinsi
Dalam
Propinsi
2 3 4
s Kepala Desa/BPD 380.000,00 450.000,00
2. Perangkat Desa 380.000,00 420.000,00
3. Non Perangkat Desa / <90.000,00 400.000,00
Stat Desa
Eﬂﬁ Eﬁ:;a: ;L:,::tnn I Sglcdm
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Tabel. 9.3. Besaran maksimal Penginapan Per Hari

| Tujuan
T Luar
Nomor Pelaksana Tugas Kecamtan SELen
Dalam dan
Dalam
Kabupaten atau .lua‘r
provinsi
2 3 4

1. Kepala Desa 350.000,00 >00.000,00

2. Perangkat Desa 325.000,00 |  4°0.000,00

3 Non Perangkat |  300.000,00 U000

Desa/Staf Desa
4. Apabila tidak melampirkan bukti penginapan. Maka bisa
dibayarkan 30% dari pagu maksimal.
Tabel. 9.3 Uang Saku Diklat Luar Daerah
Nomor Uraian Satuan Biaya
Rp.
. 3 4

5 | Kepala Desa ~ Orang/Hari 110.000,00

4 Perangkat Desa Orang/Hari 110.000,00

3. Non Perangkat Desa/ | Orang/Hari $10.000,00

Staf Desa

Catatan:

a. Surat Perintah Tugas dalam rangka perjalanan dinas
dalam daerah wilayah kecamatan dan kabupaten bagi
Kepala Desa, Perangkat Desa dan Non Perangkat
Desa/Stat Desa ditandatangani oleh Kepala Desa.

b. Surat Perintah Tugas dalam rangka perialanan dinas luar
daerah kabupaten dan provinsi ditandatangani oleh
Camat atau yang mewakili atas nama Bupati Kapuas
Hulu.

c. Perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai ke
tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk
biaya ke terminal bus / stasiun / bandara / pelabuhan
keberangkatan.

d. Pajak/retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/

bandara/ pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.

Kabag Kepala Asisten Saicds




C.

Biaya transport sebagaimana dimaksud dalam huruf c
dibayarkan secara riil sesuai dengan bukti pengeluaran
yang sah.

Biaya penginapan merupakan biaya yang diperlukan

untuk menginap di hotel atau tempat penginapan lainnya.

Biaya penginapan dibayarkan secara riil sesuai dengan

bukti pengeluaran yang sah, apabila penginapan tidak

mencantumkan bukti maka bisa di bayar 30% dari pagu.

Apabila ada undangan untuk mengikuti kegiatan diklat/

bimtek/workshop dan  sejenisnya, maka  berlaku

ketentuan sebagai berikut:

1) Diberikan uang saku diklat apabila pelaksanaan
kegiatan lebih dari 2 (dua) hari. Apabila dibutuhkan
wakiu sebelumn dan/atau sesudalinya, maka untuk
hari keberangkatan dan atau hari kepulangan
tersebut diberikan uang harian.

2) Diberikan uang harian perjalanan dinas apabila
pelaksanaan Kegiatan paling banyak 2 (dua) hari

[BUBATI KAPUAS HULU, )
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